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PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN JASA 

USAHA KONSTRUKSI 
 

ABSTRAK : - bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan 

dalam bidang ekonomi,sosial dan budaya yang 
mempunyai peranan penting dalam pencapaian 
berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan 

daerah 
 

- bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha jasa 
konstruksi di Kabupaten Rembang diperlukan 

penertiban izin usaha jasa konstruksi 
 

- bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam 

pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi di 
Kabupaten Rembang diperlukan pengaturan mengenai 

perizinan usaha jasa konstruksi 
 

- dasar hukum:Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daeah dan Retribusi 

Daerah;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;Perarturan 

pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah;Peraturan Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang 

CATATAN : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 27 Maret 2018 dan ditetapkan tanggal 27 
Maret 2018. 

 

 


